



PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA 
KABUPATEN TAKALAR 
 
HAIRIL SAKTHI HR 
E211 13 307 
 
 
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  







Hairil Sakthi Hr ( E211 13 307 ) Pengawasan Dana Desa oleh Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 
Kabupaten Takalar, Xi + 69 Halaman + 6 Gambar + 7 Tabel + 33 
Kepustakaan + 17 Lampiran 
 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengawasan dana desa oleh 
badan permusyawaratan desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong 
Utara Kabupaten Takalar. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode 
penelitian kualitatif deskriftif untuk mengetahui masalah masalah yang di teliti di 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan 
melakukan wawancara terhadap beberapa informan. 
 Penelitian ini merupakan Studi Pengawasan yang menggunakan indikator 
pengawasan Dana Desa yang dikemukan oleh Inspektorat Kementerian Dalam 
Negeri yaitu Pengawasan pada Pra Penyaluran dana desa, Penyaluran, dan 
Pasca Penyaluran. 
Hasil penelitian Menunjukkan bahwa aturan yang berkaitan dengan 
Pegawasan dana desa dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
Pengumpulan informasi dapat dilihat dari ketiga tahap pengawasan dana desa 
yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran, dan tahap pasca penyaluran dana 









Hairil Sakthi Hr (E211 13 307) Monitoring of Village Funds by Village 
Consultative Agency in Sampulungan Village, North Galesong Sub-District, 
Takalar District, Xi + 69 Pages + 6 Images + 7 Tables + 33 Library + 17 
Attachments 
The purpose of this research is to know the monitoring of village fund by 
the village consultative agency in Sampulungan Village, North Galesong Sub-
district, Takalar Regency.The research method used is descriptive qualitative 
research method to find out the problem in carefully in Sampulungan Village 
North Galesong Sub-District Takalar Regency by interviewing some informants. 
This study is a supervision study that uses indicators of monitoring of the 
Village Funds which are met by the Inspectorate of the Ministry of Home Affairs 
that is Supervision on the Pre Distribution of village funds, channeling, and post-
channeling. 
Research results Indicates that the rules relating to Village Funds 
Monitoring can be clearly seen from the Minister of Home Affairs Regulation No. 
113 of 2014 on Village Financial Management. The collection of information can 
be seen from the three stages of monitoring the village funds, namely the pre-
channeling stage, the distribution stage, and the post-distribution Stage of village 
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I.1 Latar Belakang Masalah 
Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal 
ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. 
Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem 
pemerintahan Negara Republik Indonesia. 
Desa berarti suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki 
kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan masyarakatnya. 
Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang 
kesuksesan pemerintah nasional, bahkan desa merupakan garda terdepan 
dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. 
Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan 
masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di 
bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan 
pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan 
otonomi desa menuju kemandirian desa.   
Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar 
tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat 
 
 
dengan pemerintahan desa. Dana desa merupakan bentuk bantuan dari 
pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut 
digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan 
produktivitas sebuah desa. 
Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya 
digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai 
dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan 
pemerintah Indonesia.  
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan  
digunakan  untuk  membiayai Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, 
serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal Dana Desa ini diberikan dengan 
mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional 
Pembangunan Mandiri (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, 
memicu terciptanya program-program yang bertujuan meningkatkan 
pembangunan dan pemberdayaan desa. 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer 
kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap 
Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan  jumlah  
desa  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk  (30%), luas  wilayah (20%), 
dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga 
 
 
dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran 
sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan 
mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan 
luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan 
penggunaan  Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan 
prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam Permendes Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016  
tersebut  tetap  sejalan  dengan kewenangan  yang  menjadi  tanggungjawab  
Desa. 
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 
72 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya 
bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang 
sama pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 
10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi 
dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat 
berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya 




Untuk tahun 2016, jumlah dana desa yang dianggarkan untuk Provinsi 
Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:   
Tabel 1. Jumlah Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2016 
 
No. Nama Kabupaten 
Jumlah 
Desa 
Alokasi Per desa Alokasi per Kab/Kota 
1. Kab. Bantaeng 46  Rp 565.640.000   Rp 26.019.440.000  
2. Kab. Barru 40  Rp 565.640.000   Rp 22.625.600.000  
3. Kab. Bone 328  Rp 565.640.000   Rp 185.529.920.000  
4. Kab. Bulukumba 109  Rp 565.640.000   Rp 61.654.760.000  
5. Kab. Enrekang 112  Rp 565.640.000   Rp 63.351.680.000  
6. Kab. Gowa 122  Rp 565.640.000   Rp 69.008.080.000  
7. Kab. Jeneponto 82  Rp 565.640.000   Rp 46.382.480.000  
8. Kab. Luwu 207  Rp 565.640.000   Rp 117.087.480.000  
9. Kab. Luwu Utara 166  Rp 565.640.000   Rp 93.896.240.000  
10. Kab. Maros 80  Rp 565.640.000   Rp 45.251.200.000  
11. Kab. Pangkep 65  Rp 565.640.000   Rp 36.766.600.000  
12. Kab. Luwu Timur  124  Rp 565.640.000   Rp 70.139.360.000  
13. Kab. Pinrang 69  Rp 565.640.000   Rp 39.029.160.000  
14. Kab. Sinjau  67  Rp 565.640.000   Rp  37.897.880.000  
15. Kab. Selayar 81  Rp 565.640.000   Rp 45.816.840.000  
16. Kab. Sidrap 68  Rp 565.640.000   Rp 38.463.520.000  
17. Kab. Soppeng 49  Rp 565.640.000   Rp 27.716.360.000  
18. Kab. Takalar 76  Rp 565.640.000   Rp 42.988.640.000  
19. Kab. Tana Toraja 113  Rp 565.640.000   Rp 63.917.320.000  
20. Kab. Wajo 142  Rp 565.640.000   Rp 80.320.880.000  
21. Kab. Toraja Utara 107  Rp 565.640.000   Rp  60.523.480.000  
 Jumlah Total 2253  Rp11.878.440.000   Rp 1.274.386.920.000  
 
 
Sumber :  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI 2015 
setelah diolah 
 
Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa). Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian 
Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh 
masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah 
diatasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan 
pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan 
anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.  Disamping itu 
audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua 
penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. 
 Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 
disebutkan : 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 
Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan 
Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi 
pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh 
 
 
terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan 
Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya 
untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme 
„check and balance‟ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. 
Kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 
tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C 
mengemukakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 
disebutkan bahwa: 
1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c 
setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa 
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran. 
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan 
Desa. 
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. 
Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan 
Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi 
 
 
penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan 
oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka 
diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan 
dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan 
peruntukkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan 
Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan 
akuntabel. 
Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program 
pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang 
secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. 
Menurut Pramesti dalam Hasniati (2016) Fenomena yang terkait dengan 
pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa 
belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun 
tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Kemudian 
menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hasniati (2015), dalam aspek 
pengawasan Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni: 
efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat 
belum dikelola dengan baik, dan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah 
belum jelas. Oleh karena itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika 
pengawasan dana desa  oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi 
penerapan program-program yang di danai dari dana desa sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dapat 






I.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD)? 
2. Apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada? 
I.3  Tujuan Penelitian 
 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 
sebagai beritkut : 
1. Mengetahui mekanisme pengawasan dana desa yang dilakukan oleh 
Badan Permuysawaratan Desa (BPD)! 
2. Mengetahui apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada! 
I.4  Manfaat Penelitian 
 
 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Akademik 
Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi 
pihak-pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten 
dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai partisipasi 





2. Manfaat Praktis 
Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bertambahnya sumbangan 
informasi dan pemikiran bagi Kecamatan Galesong Utara mengenai 







II.1 Konsep Dasar Dana Desa 
II.1.1  Pengertian Dana Desa 
Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan 
definisi dana desa sebagai berikut: 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana 
desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam 
APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan 
desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan 
diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa.  
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan 
 
 
kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  
Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya 
bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat 
(4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana 
alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang 
secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan 
yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015). 
 Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah 
mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016,  yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang 
meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan  pemeliharaan  infrasruktur atau 
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk  ketahanan pangan dan 
permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan    
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat,  meliputi  pembangunan dan 
pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan 
dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup.   
 Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan 
 
 
pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan 
APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, 
sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan 
desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber 
daya yang dimilikinya.   
II.1.2 Penyaluran Dana Desa 
 
 Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten 
berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 hurup b dihitung dengan bobot pembagian 
sebagai berikut:  
1. 30% untuk penduduk desa  
2. 50% untuk angka kemiskinan desa  
3. 20% untuk luas wilayah desa.  
Penyaluran dana desa dilakukan melalui  pemindahbukuan dana desa dari 
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 
dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan 
rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh 
penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa 
sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa 
dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas 
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari 
 
 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan 
tahap sebagai berikut : 
1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%  
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%. 
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif 
dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan 
Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan 
Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan 
sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya. (Sutoro Eko, dkk2016) 
Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer 
ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang 
tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun. 
Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap 
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut 
dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran 
APBN.  
Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, 
setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:  
1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota 
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa 




Berdasarkan data dari DJPK-Kementrian Keuangan, untuk tahun anggaran 
2016 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada 
desa yang mendapatkan Dana Desa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan 
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan 
geografis desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan 
jauh berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa. 
(Sutoro Eko, dkk 2016) 
II.1.3 Penggunaan Dana Desa 
 
Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 
kemasyarakatan.  Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. 
Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan 
oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 
22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa 
berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh 
Bupati/Walikota. 
Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, 
termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana 
 
 
desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau 
keuangan Desa lainnya, yaitu:  
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
2. Alokasi Dana Desa (ADD) 
3. Dana Bagi Hasil Pajak 
4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan 
keuangan pemerintah (pusat-daerah) 
5. Hibah Pihak Ketiga 
6. Pendapatan lain-lain yang Sah.  
Menurut Sutoro Eko, dkk (33:2016) Keuangan Desa termasuk didalamnya 
Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 
(TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki 
kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa 
tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem 
kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. 
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 
2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan 




Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan 
masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa 
(Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 
Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan 
diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan 
mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan 
sumber keuangan Desa setiap tahun. 
Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, 
karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil 
musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa 
yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen 
pelaksanaan anggaran di Desa. 
Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak 
mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban 
menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber 
pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala 
Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan 
dengan pembangunan Desa.  
Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan 
pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya 
mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk 
dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil 
Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan 
ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan 
 
 
terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi 
akibat kesalahan perencanaan ataukah pelaksanaan oleh pemerintah Desa. 
Pelaksana kegiatan di Desa (yang dibiayai dari sumber dana manapun, 
termasuk Dana Desa) merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan 
peserta dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. Prinsip pelaksana 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan 
secara swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah 
tanggungjawab Kepala Desa dan dapat diketuai oleh Kaur (perangkat Desa) 
bidang yang sesuai di Desa, atau diketuai oleh warga Desa yang dinilai memiliki 
kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes. 
II.1.4 Pengawasan Dana Desa 
 
Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa 
sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk 
keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta 
keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah 
Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah 
Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan 
pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 
2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk 
melakukan pengawasan dana desa. Adapun prosedur pengawasan dana desa 















































Sumber :  Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 
1281 /A.1/IJ Tahun 2016 
 
Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni 
Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca 
penyaluran.  
Dalam tahap pra penyaluran terdapat 4 akpek penting yakni :  
1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa 
1) Perangkat Pengelolaan Dana Desa 
2) Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa. 
3) Kesesuaian perhitungan Dana Desa 
4) Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa. 
 
Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga 3 aspek penting 
yakni :  
 
 
1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. 
1) Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa 
2) Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan 
perundang-undangan 
2. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa 
3. Aspek Kehandalan SPI 
Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni : 
1. Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan 
Dana Desa 
2. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan 
Masyarakat 
Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain 
melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan 
Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah 
diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang 
pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan 
Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi 
pengggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan 
pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, 
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan 
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan 
 
 
perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan 
strategis. 
II.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang 
menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara 
musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang  Desa, pasal 1 
angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi 
fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan 
keputusan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa 
yang bersangkutan beradasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan 
cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku 
adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 
lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 
jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, 
dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan 
keuangan desa. 
Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 
lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 
 
BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga 
baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. 
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, 
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan 
anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali 
masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan 
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, 
dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 
bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota .Ketua 
BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang 
diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan 
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah disebut bahwa desa dibentuk pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa yang merupakan pemerintahan desa, jadi BPD 
berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa yang dipegang oleh kepala 
desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana 
untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan Badan Permusyawaratan 
Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa terlihat pasal 209 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa 
berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat.” 
 
 
Kedudukan sejajar sebagai mitra daripada pemerintah desa hal ini terlihat 
pada pasal di atas, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa 
dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap :  
1. Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya 
2. Pelaksana keputusan kepala desa 
3. Pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desak 
4. Kebijakan desa. 
II.2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 55 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di 
tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja 
kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan 
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan 
Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. 
Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Desa, pemerintahan desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. 
 
 
Pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala 
Desa (atau nama lain) dan perangkat desa. Tetapi ternyata, BPD juga dianggap 
sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. 
Secara teoritik, pemerintahan memang bisa dilihat dalam arti luas dan arti 
sempit. Umumnya pemerintahan dalam arti luas merujuk pada trias politica 
Montesquieu, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam arti luas 
pemerintahan mencakup pula DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan pemerintahan dalam arti 
sempit adalah presiden dan jajaran pemerintahannya.  
Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka penting 
untuk membandingkan Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Nomor  
32 Tahun 2004. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya 
menyebutkan BPD berfungsi: (i) menetapkan aturan desa bersama Kepala Desa; 
dan (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Undang-
Undang Desa menambahkan (iii) fungsi pengawasan, yaitu fungsi mengawasi 
kinerja Kepala Desa. Dalam naskah akademik disebutkan BPD memiliki fungsi 
legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan 
Nama yang dipilih oleh desa tidak harus Badan Permusyawaratan Desa, 
Artinya, terbuka kemungkinan menggunakan nama lain sesuai dengan 
 
 
karakteristik desa bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang Desa lebih 
menitikberatkan pada fungsi permusyawaratan. Dalam dinamika pengaturan 
desa selama ini, nama yang digunakan memang berbeda untuk lembaga yang 
berfungsi sejenis. 
II.2.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 56, 
keanggotaan badan permusyawaratan desa harus sesuai dengan :   
1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk 
desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan 
secara demokratis 
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji 
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali 
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
Kemudian pada Pasal 57, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan 
Desa adalah: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah 
 
 
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat 
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa 
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa 
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. 
Selanjutnya pada pasal 58 di jelaskan bahwa :  
1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 
jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) 
orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan 
kemampuan keuangan desa 
2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota 
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya 
bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan 
dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk; 
Penetapan anggota BPD dilakukan melalui surat keputusan 
Bupati/Walikota (Pasal 58 ayat 2). Suatu keputusan adalah produk tindakan 
pemerintah yang bersifat beschiking, sehingga sangat mungkin digugat.  
II.2.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 61, 
Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada pemerintah desa 
 
 
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa; dan 
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Kemudian pada pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa Berhak: 
1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa 
2. Mengajukan pertanyaan 
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
4. Memilih dan dipilih; dan 
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Selanjutnya pada pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: 
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memeliharan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat desa; 
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan/atau golongan 
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan 
 
 
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan desa. 
Dimana ada hak, di situ ada kewajiban. BPD memiliki hak sekaligus 
kewajiban. Undang-Undang Desa membedakan antara hak yang melekat pada 
kelembagaan BPD dengan hak yang melekat pada masing-masing anggota 
BPD. Hak yang melekat pada kelembagaan pada dasarnya tak bisa diputuskan 
sendiri oleh satu orang ketua BPD, melainkan seluruh anggota BPD melalui 
mekanisme pengambilan keputusan. Pada prinsipnya hak BPD meliputi hak 
kontrol, hak meminta keterangan, hak menyatakan pendapat, dan hak finansial. 
Pada dasarnya hak kontrol (mengawasi penyelenggaraan pemerintahan) 
dan meminta keterangan dari pemerintah desa berkaitan erat dengan hak 
anggota BPD untuk menjalankan fungsi yang sama. Dalam Undang-Undang ini 
dikenal hak meminta keterangan yang melekat pada lembaga BPD, dan hak 
mengajukan pertanyaan yang melekat pada personal anggota BPD. Hak 
menyatakan pendapat dapat disampaikan dalam forum permintaan keterangan 
yang sebelumnya digelar BPD. Artinya, BPD secara kelembagaan menggelar 
rapat terlebih dahulu dalam forum permintaan keterangan, dan di forum itulah 
anggota BPD mengajukan pertanyaan. Hal yang sama bisa disampaikan dalam 
forum musyawarah desa lainnya. Hak BPD menyampaikan pendapat tak hanya 
mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga mengenai (a) 
pelaksanaan pembangunan desa; (b) pembinaan kemasyarakatan desa; dan (c) 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Satu hal yang masih perlu diperjelas adalah hak anggota BPD 
menyampaikan pendapat di luar forum musyawarah desa. Apakah dimungkinkan 
 
 
anggota BPD mengajukan pertanyaan kepada kepala desa, misalnya, melalui 
surat tanpa melalui musyawarah desa? Namun secara pribadi anggota BPD 
berhak mengajukan suatu usul rancangan Peraturan Desa. 
II.3 Kerangka Fikir 
 Pengawasan dan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa merupakan tolak ukur awal pengawasan terhadap pemerintah desa dalam 
menggunakan dana dan aggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Selain mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa 
juga mempunyai tugas untuk menyampaikan aspirsasi masyarakat desa kepada 
pemerintah desa sehingga tercipta keselarasan antara masyarakat dan 
pemerintah desa. Selain itu pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah desa 
terhadap masyarakat, hal ini berpengaruh pada pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan tujuan di berikannya dana 
desa oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Adapun hal-hal yang 
berpengaruh terhadap pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan 
Desa yakni : 
1. Pengawasan Dana Desa adalah tindakan pengawalan dana yang 
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas utama, 
dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat sebagai pengawas 
pembantu sehingga penyimpangan bisa dihilangkan pada program 
pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai oleh dana desa. 
2. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 
700/1281/A.1/IJ Tahun 2016, dalam surat edaran  ini dijelaskan secara 
jelas bagaimana bentuk pengawasan dana desa yang dilakukan oleh 
 
 
pemerintah melalui laporan realisasi program yang didanai oleh dana 
desa. Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap 
yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan 
tahap pasca penyaluran.  
Dalam tahap pra penyaluran terdapat 3 akpek penting yakni :  
a. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa 
1. Perangkat Pengelolaan Dana Desa 
2. Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa. 
b. Kesesuaian perhitungan Dana Desa 
c. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa. 
Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga 3 aspek penting 
yakni :  
a. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. 
1. Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa 
2. Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan 
perundang-undangan 
b. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa 
c. Aspek Kehandalan SPI 
Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni : 




b. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan 
Masyarakat 
3. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Badan Permusyawaratan Desa 
yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan 
diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh 
terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan 
Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas 
sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk 
melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan 
Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis 
dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak 
diselewengkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 
Pasal 51 ayat 3 dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 




Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka berikut adalah gambaran kerangka penelitian dari penelitian 
ini:   
 
 






III.1  Pendekatan Penelitian 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang  
dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif yang memberikan 
gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dan menggambarkan 
kenyataan dari penelitian yang dilakukan terhadap variable tunggal, yakni tanpa 
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Penelitian ini 
juga mendeskriptifkan keadaan atau malah yang tejadi pada objek penelitian 
dalam bentuk kalimat yang berupa fakta dan gambaran objektif dari objek 
penelitian.   
III.2  Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sampulungan yang terletak di 
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dimana belum terdapat kejelasan prosedur yang dilakukan pemerintah desa 
dalam proses pengawasan dana desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk 
mengetahui apakah dalam pengawasan dana desa, masyarakat ikut 
berpartisipasi aktif. 
III.3  Informan 
 Menurut Moleong dalam Hendra Dermawan Siregar (2008), informan 
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 
dan kondisi latar penelitian secara faktual. Penelitian ini mengenai Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Galesong Utara 
Kabupaten Takalar sehingga dalam hal ini memerlukan informan yang 
mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berkaitan dengan masalah dan 
 
 
informasi yang akurat. Oleh sebab itu informan yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1.  Kepala Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 
2.  Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 
Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 
3.  Beberapa Tokoh Masyarakat. 
III.4  Unit Analisis 
Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang 
menjadi unit analisis adalah Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.  
 
III.5 Jenis dan Sumber Data 
Jenis sumber data terdiri dari : 
1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap 
informan yang berkaitan dengan penilitian yang dilakukan.  
2. Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur–
literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti, seperti Dokumen mengenai dana 
desa, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. 
 
 
III.6 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk 
memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah proses penumpulan data dengan cara tanya jawab 
atau berdialog dengan informan yang memiliki kepabilitas seperti Kepala 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara, Ketua dan anggota 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sampulungan serta Tokoh 
masyarakat yang ada.. 
2. Telaah Dokumen 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji dokumen-
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan perundang-
undangan  atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
III.7  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif dengan metode pemberian informasi dalam bentuk 
tulisan, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk 
teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang 
diteliti. 
Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi  di lapangan  
dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, dan telaah dokumen.  
2. Reduksi data 
 
 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
transformasi data mentah yang muncul dari catatan  mengenai hal-hal 
yang ada di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi 
yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.  
3. Penyajian data  
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 
Penyajian data dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun 
dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian dalam 
bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, data yang relevan disusun  
sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Hal itu dapat 
dilakukan dengan cara menampilakan dan membuat hubungan antara 
masalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan tindak lanjut 
penelitian agar tercapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik 
merupakan satu langkah penting dalam tercapainya analisis kualitatif 
yang valid. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang  dilakukan secara cermat 
dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan 
mengenai hal hal yang terjadi dilapangan sehingga data yang dihasilkan  










DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Kondisi Geografis  
Kondisi Geografis Desa Sampulungan yang berada pada Kecamatan 
Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan sebagian wilayah berada di pantai Barat 
Selat Makassar dengan memiliki luas wilayah 12,22 km2, dan secara 
administratif memiliki sebanyak 4 (Empat) wilayah Dusun yakni : Dusun 
Sampulungan Caddi dan Dusun Sampulungan Lompo, Dusun sampulungan 
Beru dan Dusun Sampulungan. Dan memiliki batas – batas wilayah sebagai 
berikut : 
Sebelah Utara berbatas dengan Desa Aeng Batu – Batu 
Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Bonto Lebang 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamalate dan  
Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar 
Dengan kondisi sebagai Desa pesisir pantai di wilayah selat Makassar, 
maka keadaan topografi Desa Sampulungan yang merupakan dataran dengan 
ketinggian 0 – 0,25 meter dari permukaan laut, dan secara geologis wilayahnya 
memiliki jenis tanah hitam dan berpasir. Disamping itu wilayah Desa 
Sampulungan berada persis di garis pantai selat makassar memiliki 2 (dua) iklim 
tropis dengan suhu rata –rata mencapai 20 – 34 C dengan curah hujan 241 
mm/tahun serta memiliki dua tipe musin kemarau dan musin hujan, dimana 
 
 
musin hujan terjadi mulai bulan Desember sampai April sementara musin 
kemarau terjadi pada bulan mei sampai Nopember yang berputar setiap 
tahunnya. Disamping memiliki jumlah curah hujan rata – rata setiap tahun di 
Desa Sampulungan mencapai 2.000 mm sampai 30 mm 
IV.1.2 Sejarah Desa Sampulungan 
Desa Sampulungan merupakan desa pemekaran dari Desa Tamalate, 
dimana historis Desa sampulungan sudah ada sebelum Desa Tamalate 
terbentuk. Karena pemerintahan di Desa Sampulungan sebelumnya dipimpin 
oleh Lo‟mo Sampulungan pada saat itu Lo‟mo Sampulungan dipimpin oleh 
Jaelani Daeng Ngitung, Hamja Daeng Gassing, dan Hasan Basri Daeng 
Pasolong kemudian  Lo‟mo Sampulungan bergabung dengan Gallarrang 
Soreang  yang sebelumnya dipimpin oleh Sulaemana, Hasan Lulung, H. 
Nanggong Daeng Nguju, dan Patahuddin Daeng Lesang.  
Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tahun 1966 dua unsur 
pemerintahan ini akhirnya memiliki satu konsep kesepahaman yang melahirkan 
sebuah kesepakatan bahwa unsur pemerintahan lo‟mo sampulungan dan 
gallarrang soreang tersebut digabungkan menjadi satu sehingga lahirlah yang 
namanya Desa Sampulungan dan terbentuklah sebuah tatanan pemerintahan 
yang baru dari penggabungan tersebut. 
Desa Tamalate pada saat terdiri atas empat dusun yaitu Soreang, Bonto 
Tangnga, Tamalate, dan Sampulungan Lompo. Kepala Desa  Tamalate pertama 
pada saat itu di pimpin oleh H. Rajab Daeng Sikki, dimana masa kepeminpinan 
tersebut bertahan sampai dua periode (1966-1982), setelah pemerintaha H. 
Rajab Daeng Sikki maka kemudian Syamsuddin Gassing menjadi Kepala Desa 
yang kedua pada tahun 1982, pada saat itu pemerintahan ini hanya bertahan 
 
 
selama dua tahun (1982-1984), dan pada setalah pemerintahan Syamsuddin 
Gassing maka pemerintahan tersebut dipimpin oleh H. Syamsuddin Daeng Beta 
pada tahun 1984-2002 dan sepanjang sejarah Desa Tamalate pemerintahan ini 
merupakan pemerintahan yang bertahan cukup lama karna bertahan sampai tiga 
periode yakni delapan belas tahun lamanya. Kemudian pada tahun 2002 Desa 
Tamalate dipimpin oleh M. Tahir Bostan selama satu periode (2002-2007). 
Pada tahun 2007 sampai 2012 Desa Tamalate dipimpin oleh Supriadi, 
S.IP., dimana pada saat pemerintahan ini terjadi pemekaran Dusun dari empat 
Dusun menjadi enam Dusun yaitu Dusun Soreang, Bonto Tangnga, 
Sampulungan Caddi, Sampulungan Lompo Dan Sampulngan Beru. 
Dengan dinamika masyarakat, pada tahun 2011 beberapa elemen 
masyarakat menginginkan pemekaran Desa khususnya para Tokoh dari 
Sampulungan yang menginginkan histori Sampulungan kembali yaitu 
Sampulungan harus menjadi Desa sendiri, padatanggal 19 Oktober tahun 2011 
Sampulungan Resmi mekar dari Desa Tamalate dan menjadi desa sendiri yaitu 
Desa Sampulungan yang kini Desa Sampulungan  menjadi salah satu desa dari 
sepuluh  desa yang ada di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Pada 
tanggal 08 Januari 2012 terjadi pemilihan Kepala Desa Sampulungan yang 
dilaksanakan di Lapangan Lo‟mo Ahmad Sampulungan yang diikuti oleh empat 
calon yaitu Dra. Hj. Nurhaedah, Sabaruddin Sigollo, S.Pd., Saripuddin Beta, H. 
Saparuddin Tayang. Kemudian terpililah Dra. Hj. Nurhaedah, pada tanggal 13 
Januari 2012 dilakukan pelantikan oleh Bupati Takalar DR. H. Ibrahim Rewa, MM 
sebagai Kepala Desa Sampulungan pertama periode 2012-2018. 
Desa Sampulungan sebelumnya terdiri dari tiga dusun yaitu Sampulungan 
Caddi, Sampulungan Lompo, dan Sampulungan Beru. Kemudian dengan 
 
 
persetujuan Badan Permusyawaran Desa Sampulungan dimekarkan menjadi 
empat dusun yakni dusun, Sampulungan, Sampulungan Caddi, Sampulungan 
Lompo, dan Sampulungan Beru. 
 
IV.1.3 Keadaan Penduduk, Pemukiman, dan Pendidikan 
Desa Sampulungan terdiri dari 4 (Empat) Dusun dengan Jumlah Penduduk 
berdasarkan hasil perhitungan Survey oleh mahasiswa Praktik Asuhan 
Kebidanan Komuniti (P-AKK) pada bulan Maret 2012 yaitu sebesar 2358 jiwa 
yang. Hal ini dapat dilihat lebih terperinci pada Tabel berikut ini. 
Tabel 3. Keadaan Penduduk Desa Sampulungan 
 
Sumber : Desasampulungan.blogspot.com 
 
 
Sama halnya desa-desa lain yang ada di Kabupaten Takalar, secara umum 
wilayah Desa Sampulungan sudah tertata dengan baik dengan kepadatan rumah 
penduduknya, dengan jumlah rumah yaitu 512 dengan perincian sebagi berikut :  
Tabel 4. Keadaan Pemukiman Desa Sampulungan 
 
Sumber : Desasampulungan.blogspot.com 
Sebagian besar sudah dalam bentuk rumah batu yang permanen dan Semi 
Permanen yaitu sekitar ±250 Unit, Unit, rumah panggung (kayu) sekitar ± 212 
Unit, rumah bambu masih layak huni dan kurang layak huni sebanyak 50 
Unit.  Dalam hal penataan rumah masih tertata sesuai kondisi masing-masing 
wilayah dusunnya namun hanya saja masih perlu dikuatkan lagi dengan suatu 
peraturan yang mengatur tentang tata ruang, melihat ke depan bahwa 
Kabupaten Takalar masuk dalam pengembangan kota metropolitan 
Mamminasatta maka sangat perlu penataan wilayah melalui Tata Ruang Desa. 
Penempatan pembangunan berbagi sarana prasarana harus didukung oleh tata 
ruang yang baik dan tepat dalam penempatan lokasi sebelum terjadinya 
pengembangan perumahan oleh para investor. 
Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Sampulungan 
baik sarana yang terdapat di dalam desa maupun sarana yang terdapat di luar 
desa secara umum adalah sebagai berikut : 
 
 
1. Taman Kanak-Kanak. Saat ini di Desa Sampulungan tepatnya Dusun 
Sampulungan Beru sudah terdapat bangunan Gedung TK 1 unit yang 
dibangun oleh  Swasta hingga sekarang proses pendidikan di TK ini 
cukup aktif karena banyaknya anak-anak didik .baik dari dalam desa 
sendiri maupun sebagian besar berasal dari luar Desa Sampulungan. 
2. TK/TPA. Saat ini di Desa Sampulungan terdapat 6 (Enam) TPA yang 
masing-masing terdapat di Dusun Sampulungan yaitu 3 Unit, di Dusun 
Sampulungan Lompo yaitu 2 Unit, dan di Dusun Sampulungan Beru 1 
Unit. Namun yang menjadi kendala yaitu belum adanya sarana yang 
memadai seperti bangunan yang permanen, sarana buku bacaan untuk 
para santri. Untuk TPA Nurul Hikma yang terletak di Dusun 
Sampulungan Lompo, mempunyai jumlah santri yang paling banyak 
(kuantitasnya) jika dibandingkan TPA yang lain. 
3. Sekolah Dasar (SD). di Desa Sampulungan. Terdapat 2 unit sekolah 
dasar berada di Dusun Sampulungan Beru, namun melihat dari 
populasi penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat Desa 
Sampulungan pada tingkat sekolah dasar sangat tinggi sementara 
jumlah Sekolah Dasar yang hanya 2 unit belum memadai sehingga 
dibeberapa Dusun masih membutuhkan fasilitas Sekolah Dasar, salah 
satunya yaitu di Dusun Sampulungan Caddi. 
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas (SLTA). Untuk kebutuhan pendidikan Lanjutan tingkat 
Pertama maupun Tingkat Atas, masyarakat di Desa Sampulungan, 
mayoritas memanfaatkan sekolah yang berada dalam lingkup wilayah 
Galesong Utara yaitu SLTP Neg 2 Batu-Batu dan SLTP Neg  1 
 
 
Galesong Utara yang merupakan terletak di Desa tetangga, dan juga 
sebagian ke SLTP Neg. 15 Barombong Makassar dan untuk Lanjutan 
Tingkat Atas/Sederajat masyarakat juga memanfaatkan pasilitas 
sekolah yang ada dalam wilayah Kecamatan Galesong Utara yaitu 





IV.1.4 Keadaan Ekonomi 
Untuk sumber pendapatan desa Sampulungan yang selama ini bersumber 
dari : Pungutan Desa yang diatur melalui Perdes, Swadaya/Gotong royong, Bagi 
hasil pajak daerah, Bantuan dari Pemerintah Takalar, Bagian dari dana 
keuangan pusat untuk kabupaten takalar yang direalisasikan lewat Alokasi Dana 
Desa (ADD), dan hasil – hasil retribusi yang tidak mengikat.  
Berikut ini ditampilkan distribusi Penduduk berdasarkan Penghasilan di 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar. 
Tabel 5. Distribusi Penduduk berdasarkan Penghasilan di Desa 


































62 45,6 314 
























Sumber : RPJMDes Desa Sampulungan 
 
IV.1.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sampulungan  
Pemerintahan Desa Sampulungan melalui pemilihan kepala Desa pada 
tahun 2012 menetapkan Ibu Dra. Hj. Nurhaedah sebagai kepala desa periode 
tahun 2012 – 2018 dibantu oleh seorang sekertaris desa, dengan dibantu kepala 
















Sumber : Desasampulungan.blogspot.com 
 
Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut : 
1. Ketua                        : Drs. Muh. Syahrir 
2. Wakil Ketua              : Drs. Samain Timung, M.Pd 
3. Sekertaris                  : Dra. Sohrah 
4. Anggota         : H. Sabaruddin Sigollo 
5. Anggota         : Bakkarang Dg Bombong 
6. Anggota         : Hasanuddin Dg Nyau 
7. Anggota         : Muhammad Ikhwan Nur 
Pengurus Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat (LPM) sebagai berikut : 
1. Ketua Umum                : H. Abd. Rajab Sijaya, S.Pd, M.Kes 
2. Ketua. I                        : Ahmad Naba 
Kepala Desa :  
Dra. Hj. Nurhaedah 
 
Sekertaris :  
Syamsul Rijal, SH., MH 
 
Kasi Pemberdayaan Masy. : 
Muh.Sakri Muin, S.Pd 
 
Kaur keuangan :  
Darmawati 
 
Kasi Pemerintahan :  
Muh. Saleh 
 
Kasi Pembangunan :  
Hasmuddin Dg Tunru 
 





3. Ketua. II                       : M. Arif Sirajuddin, S.Ag 
4. Sekertaris                     : Hendrik Nur, S.Si 
5. Wakil Sekertaris            : Zulfikar 
6. Bendahara                    : Nuraeni, S.E 
7. Jumlah Anggota seksi   : 10 orang 
Tim Penggerak PKK sebagai berikut : 
1. Ketua Umum             : Hj. Hasnawati, S.Pd 
2. Wakil Ketua              : Herlina, S. Kom 
3. Sekrtaris I                  : Hasma Rahmullah 
4. Wakil Sekretaris        : Nuraeni, S.E 
5. Bendahara                 : Salma Bangsawan 
6. Wakil Bendahara        : Ny. Diana Dg Ngai 
7. Jumlah Pokja              : 4 (empat) 
Pelaku PNPM-MP Sebagai berikut : 
1.      Hendrik Nur, S.Si (Ketua TPK) 
2.      Zulfikar  (Sekretaris TPK) 
3.      Nureni, S.E (Bendahara) 
4.      Ahmad Naba (KPMD Bidang Teknik) 
5.      Hasnawati  (KPMD Bidang Pemberdayaan) 
IPRM Nurul Jihad Sampulungan 
1.       Ketua               : Syamsul Risal 
2.      Sekretaris          : Muh. Sakri Muin S.Pd 
3.      Bendahara        : Ria Reskiani 




Adapun Visi Misi dari Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 
Kabupaten Takalar yakni sebagai berikut : 
VISI 
Berdasarkan potensi, permasalahan, serta berbagai keterbatasan yang 
dihadapi Desa Sampulungan sebagai desa pesisir pantai, maka ditetapkan Visi 
pembangunan Desa Sampulungan Tahun 2013 – 2018, yakni : 
“Terwujudnya masyarakat Desa Sampulungan yang mandiri, unggul, toleransi 
,berbudaya,beretika dengan bernafaskan keagamaan untuk peningkatan taraf 
hidup yang lebih maju ” 
MISI 
Berdasarkan Visi pembangunan Desa Sampulungan ditetapkan misi 
pembangunan Desa Sampulungan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pemahaman keagamaan yang dimulai dari usia dini 
2. Membangun aparatur pemerintah desa yang amanah, tertib dan 
berperestasi menuju pemimpin yang berwawasan 
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 
(baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan 
pengawasan) 
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pola swadaya dan 
kemitraan menuju masyarakat yang sejahtera sebagai perwujudan 
masyarakat yang mandiri. 
 
 
5. Meningkatkan kemampuan SDM menuju pembangunan yang 
seutuhnya dan mendorong peningkatan peranan wanita peran pemuda 
swasta dalam pembangunan 
6. Terpeliharanya keharmonisan antara etnis dan toleransi antara agama 
serta stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa. 
7. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1 Pengawasan Dana Desa Pada Tahap Pra Penyaluran 
V.1.1 Kesiapan Perangkat Desa dan Regulasi Dalam Menerima Dana Desa 
Dalam aspek kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima 
dana desa menurut Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri yang 
dikemukakan oleh Arief Hidayat bahwa untuk mengetahui kesiapan perangkat 
desa dan regulasi dalam menerima dana desa, kepala desa harus membuat 
surat keputusan tentang pejabat teknis pengelola keuangan desa. Sebagaimana 
yang dikemukankan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (3) yang berbunyi 
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 
PTPKD. Pejabat teknis ini harus berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri 
dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. 
 
Gambar 3. Struktur Pemerintah Desa Sampulungan 
Sumber : Kantor Desa Sampulungan 
 
 
Kemudian hal yang tidak kalah penting dalam regulasi peraturan desa 
tentang RPJMDes dan RKPDes harus memuat prioritas penggunaan dan desa. 
Hal ini merupakan dasar dari kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam 
menerima dana desa. Ketika hal hal tersebut diatas sudah terpenuhi maka 
pengawasan dana desa dapat dilakukan dengan mudah. 
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Sampulungan terdapat beberapa program pembangunan dan pemberdayaan 
yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat pada saat musyawarah 
perencanaan pembangunan, dan mencakup beberapa bidang yakni : 
1. Bidang Sarana dan Prasarana 
a. Bagaimana Sarana dan prasarana jalan dan jembatan 
memadai dan diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan 
masyarakat 
b. Bagaimana Sarana dan prasarana perpipaan air bersih 
memadai dan diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan 
masyarakat 
c. Bagaimana Sarana dan prasarana rumah yang layak huni 
dapat dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu 
d. Bagaimana Sarana dan prasarana sanggar tani memadai dan 
dapat digunakan oleh para petani disetiap pertemuan-
pertemuannya. 
e. Bagaimana Sarana dan prasarana Pos Kamling memadai 
sehingga dapat mendukung stabilitas keamanan dan 
kenyamanan masyarakat.  
 
 
f. Bagaimana Sarana dan prasarana tanggul dan pengerukan 
sungai memadai sehingga tidak lagi terjadi banjir dan para 
nelayan dapat dengan mudah memarkir perahunya. 
2. Bidang Pertanian 
a. Bagaimana pembangunan, Rehab saluran irigasi dan 
pengadaan pompanisasi dapat dengan mudah mengairi 
seluruh persawahan yang ada di Desa sehingga dapat 
menunjang tingkat produksi pertanian. 
b. Bagaimana Pengadaan hand tracktor ini dapat 
mengefisienkan para petani dalam mengolah persawahannya. 
3. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat 
a. Bagaimana Modal usaha baik kelompok maupun 
perseorangan tercukupi untuk pengembangan usaha 
b. Bagaimana Kelompok masyarakat dapat membuka lapangan 
kerja dengan diberikan bantuan ternak sehingga mampu 
mengakses pasar untuk memasarkan hasil usahanya 
c. Bagaimana Tenaga kerja yang ada memiliki keterampilan dan 
mampu mengembangkan usahanya dengan membuka 
lapangan kerja sesuai potensi yang dimilikinya 
4. Bidang Kesehatan 
a. Bagaimana masyarakat umum dapat mengakses layanan 
kesehatan yang bermutu dan gratis. 
b. Bangaimana masyarakat umum dapat menanamkan pola 




c. Bagaimana balita dapat dengan mudah mendapatkan 
makanan tambahan agar tidak mudah terserang penyakit. 
d. Bagaimana kinerja petugas kesehatan seperti kader-kader 
kesehatan bisa lebih berkualitas. 
e. Bagaimana masyarakat sadar tentang PHBS dan 
menerapakannya  Secarah mandiri dan berkelanjutan 
5. Bidang Pendidikan 
a. Bagaimana SDM yang ada di Desa dapat terlatih serta 
mampu mngembangkan dirinya sehingga dapat membuka 
lapangan kerja secara perorangan ataupun berkelompok. 
b. Bagaimana motivasi para pelajar dapat lebih meningkat 
melalui bantuan beasiswa sehingga dapat menciptakan 
intelektual-intelektual yang mampu bersaing di dunia kerja dan 
berbakti pada bangsa dan negara. 
6. Bidang Sosial Budaya 
a. Bagaimana Lembaga memiliki manajemen serta aturan-aturan 
yang jelas dan digali secarah partisipatif serta SDM pengurus 
yang berkualitas 
b. Bagaimana Lembaga-lembaga yang ada memiliki hubungan 
yang harmonis dengan berbagai pihak. 
c. Bagaimana Lembaga-lembaga yang ada memiliki sarana dan 
prasarana yang memadai dalam menunjang kenerjanya. 
d. Bagaimana Lembaga-lembaga yang ada memiliki program 
kerja serta rancangan strategi untuk keberlanjutan lembaga. 
 
 
e. Bagaimana Masyarakat memperoleh haknya secarah penuh 
dan adil dalam setiap program subsidi pemerintah. 
f. Bagaimana masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran 
dalam berdemokrasi. 
g. Bagaimana masyarakat ikut berkontribusi dalam setiap 
program pembangunan di desa. 
7. Bidang Sosial Kelembagan 
a. Bagaimana Lembaga memiliki manajemen serta aturan-aturan 
yang jelas dan digali secarah partisipatif serta SDM pengurus 
yang berkualitas 
b. Bagaimana Lembaga-lembaga yang ada memiliki hubungan 
yang harmonis dengan berbagai pihak 
c. Bagaimana Lembaga-lembaga yang ada memiliki sarana dan 
prasarana yang memadai dalam menunjang kenerjanya 
d. Bagaimana Lembaga-lembaga yang ada memiliki program 
kerja serta rancangan strategi untuk keberlanjutan lembaga 
e. Bagaimana Masyarakat memperoleh haknya secara penuh 
dan adil dalam setiap program subsidi pemerintah 
f. Bagaimana masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran 
dalam berdemokrasi 
g. Bagaimana masyarakat ikut berkontribusi dalam setiap 




“perangkat desa yang memiliki wewenang untuk mengelola dana desa 
kalau di desa kami adalah sekertaris desa dan kepala urusan keuangan karena 
kami tidak memiliki bendahara desa dalam struktur pemerintahan desa, selain itu 
desa kami telah mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat sehingga 
RPJMDes dan RKPDes desa kami telah memprioritaskan penggunaan dana 
desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” 
( Hasil Wawancara Tanggal 13-Maret-2017 ) 
 Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal 
kementerian dalam negeri tentang tata cara pengawasan dana desa, pada tahap 
pra penyaluran terdapat aspek kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam 
menerima dana desa, dalam aspek tersebut harus ada kejelasan mengenai 
perangkat desa yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa, dalam hal 
ini sekertaris desa, bendahara desa dan kaur keuangan yang harus di buatkan 
surat keputusan oleh kepala desa 
 Dalam kenyataannya di Desa Sampulungan, pejabat teknis pengelola 
keuangan desa tidak memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala 
desa hanya penunjukan langsung oleh kepala desa kepada sekertaris desa dan 
kaur keuangan untuk mengelola dana desa, hal ini berbanding terbalik dengan 
aturan yang dibuat oleh  menteri dalam negeri yang dimuat dalam Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa pasal 3 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD, Sehingga  
dapat dikatakan bahwa pengawasan  dana desa masih belum terlaksana dengan 
baik pada aspek pra penyaluran dana desa. 
V.1.2 Kesesuaian Proses Penyusunan Perencanaan Dana Desa 
Penyusunan perencanaan Dana Desa secara hakikatnya di mulai dari 
masyrakat, masyarakat menyampikan aspirasi dan kebutuhan yang mendesak 
 
 
untuk diprogramkan dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Proses penyusunan perencanaan dana desa dibahas secara 
llengkap dalam Musywarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang 
dilaksanakan setiap awal tahun guna menentukan program apa yang akan 
dilakukan pemerintah desa dalam satu tahun kedepan. 
Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) adalah forum 
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk 
menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang 
direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan 
mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen 
rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan 
yaitu RKP Desa. 
Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan 
oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan 
para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu 
membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan 
cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia 
baik dari dalam maupun luar desa. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, 
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan 
penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, 
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program 
prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan 
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang 
 
 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada 




Gambar  4.  Undangan menghadiri MUSRENBANG 





Gambar 5. Undangan pembahasan RKPdes 
Sumber : Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa Sampulungan 
Kegiatan ini menurut aturan yang ada harus melibatkan partisipasi dari 
anggota masyrakat seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa. Ketiga subjek ini merupakan 
pengambil keputusan tertinggi yang ada di desa. Dalam musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dibahas mengenai program apa 
 
 
yang akan dilakukan setahun kedepan dan sumber pendanaan dari program 
tersebut.  
Selain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG),  
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi hal 
utama karena dalam penetapannya memerlukan partisipasi masyrakat secara 
llangsung untuk mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari alokasi 
Dana desa. 
Tabel 5. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 
  KODE 
REKENING 
URAIAN 




  1 2 4   
  1         PENDAPATAN     
          
  1 1       Pendapatan Asli Desa                           -    
  1 1 1     Hasil Usaha Desa     
                  
                  
  1 2       Pendapatan Transfer 869.835.000   
  1 2 1     Dana Desa 647.163.000   
  
1 2 2     
Bagian dari hasil pajak dan 
retribusi 26.197.000   
  1 2 3     Alokasi Dana Desa 196.475.000   
  1 2 4     Bantuan Keuangan                           -    
  1 2 4 1   Bantuan Keuangan Provinsi                           -    
  1 2 4 2   Bantuan Keuangan Kabupaten                           -    
                  
  1 3       Pendapatan lain-lain                           -    
  1 3 1 
    
Hibah dan Sumbangan dari 
pihak ketiga yang tidak 
mengikat 
                          -  
  
  
1 3 2     
Lain-lain pendapatan desa 
yang sah                           -    
                  
 
 
            JUMLAH PENDAPATAN           869.835.000    
                  
  2         BELANJA     
  
2 1       
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa           227.028.000    
  
2 1 1     
Penghasilan tetap dan 
tunjangan          150.600.000    
  2 1 1 1   Belanja Pegawai :     
  2 1 1 2   Penghasilan Tetap             88.200.000    
  
2 1 1 2 1 
- Penghasilan Tetap Kepala 
Desa 1 x 1000000x 12 Bulan             12.000.000  ADD 
  
2 1 1 2 2 
-Penghasilan Sekretaris Desa 
1 x 750000  x 12 Bulan               9.000.000  ADD 
  
2 1 1 2 3 
- Kepala  Seksi 3 x 600000  x 
12 Bulan             21.600.000  ADD 
  
2 1 1 2 4 
- Kepala  Kepala Urusan  2x 
600000  x 12 Bulan             14.400.000  ADD 
  
2 1 1 2 5 
- Staf Desa   1 x 600000 x 12 
Bulan               7.200.000  ADD 
  
2 1 1 2 6 
- Kepala Dusun, 4 x 500000   x 
12 Bulan             24.000.000  ADD 
                  
  2 1 1 3   Tunjangan Perangkat Desa             22.800.000    
  
2 1 1 3 1 Kepala Desa / Tahun               4.200.000  Bagi hasil 
Pajak  
  
2 1 1 3 2 Sekretaris Desa / Tahun               3.600.000  Bagi hasil 
Pajak  
  
2 1 1 3 3 
Kepala Seksi dan Kepala 
Urusan / Tahun 
           12.000.000  Bagi hasil 
Pajak  
  
2 1 1 3 4 Bendahara Desa /Tahun              3.000.000  Bagi hasil 
Pajak  
  
          
        
 
Sumber : File APBDes Desa Sampulungan 
 
“keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan 
hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti 
tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah 
desa akan tetapi ketika anggaran sudah turun kita tidak pernah dipanggil rapat 
bahwa anggaran sudah turun dan apa yang kita kerjakan nanti setelah selesai 
 
 
pengerjaan baru diberitahukan bahwa harus diadakan peninjauan oleh BPD, 
padahal yang kami tuntut bahwa BPD harus merapatkan dulu mengenai program 
apa yang harus diprioritaskan” 
( Hasil Wawancara Tanggal 13-Maret-2017 ) 
 Melihat dari hasil wawancara yang ada dapat dikatakan bahwa dalam 
aspek kesesuian proses penyusunan perencanaan dana desa yang dibahas 
dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) dapat 
dikatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam 
perencanaan program yang didanai oleh dana desa di Desa Sampulungan, 
hanya saja dalam penentuan program prioritas yang akan dilakukan oleh 
pemerintah desa ketika dana desa telah cair, pemerintah desa tidak melibatkan 
masyarakat untuk menentukan program apa yang menjadi prioritas yang didanai 
oleh dana desa.  
 Padahal sesuai aturan yang ada dalam petunjuk teknis pengawasan dana 
desa oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa harus melakukan 
musyawarah dengan dengan badan permusyawaratan desa serta masyarakat 
dalam menentukan program prioritas yang akan dilakukan. Sehingga masyarakat 
dan badan permuyawaratan desa dapat mengawasi pelaksanaan dari program 
yang didanai oleh dana desa. Badan permusyawatan desa dan masyarakat 
hanya di undang untuk melakukan peninjauan dan evaluasi akhir ketika program 
tersebut telah selesai dilaksanakan. 
 Jadi, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pegawasan 
dana desa pada aspek pra penyaluran masih belum terlaksana dengan baik. 
Selain itu papan informasi mengenai program dan dana  yang dibutuhkan tidak 
 
 
diketahui secara jelas olah masyarakat sehingga pengawasan tidak berjalan 
dengan baik.    
V.2 Pengawasan Dana Desa pada Tahap Penyaluran dan Penggunaan 
V.2.1 Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa 
Dalam aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, hal yang harus 
diperhatikan yaitu mengenai ketepatan waktu penyaluran dana desa dari daerah 
ke desa. Sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, pasal 14 ayat 
(2) mengemukakan bahwa  penyaluran Dana Desa sebagaimana dikemukakan 
ayat satu (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%  
b. Tahap II, pada bulan Agustus Sebesar 40% 
Kemudian di ayat (3) juga dijelaskan bahwa penyaluran dari Rekening 
Keuangan Umum Daerah ke Rekening Keuangan Desa dilakukan paling lambat 
7 hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Keuangan Umum Daerah. 
“yang menjadi hambatan mengenai dana desa adalah lambatnya 
pengucuran dana, jadi kalau lambatnya pengucuran dana membuat pengerjaan 
program yang didanai oleh dana desa dilakukan secara tergesa-gesa sehingga 
hasil yang diharapkan tidak optimal tetapi kita upayakan bagaimana supaya 
betul-betul dikerjakan” 
( Hasil Wawancara Tanggal 13-Maret-2017 ) 
 
 
 Hambatan yang ada mengenai dana desa adalah pengucuran dana desa 
yang terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada, padahal dalam aturan 
dijelaskan bahwa pencairan dana desa tahap satu paling lambat pada bulan 
maret tapi pada kenyataannya yang terjadi pencairan dana desa diterima oleh 
desa pada bulan april sehingga program-program yang akan dilakukan yang 
didanai oleh dana desa dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasil yang di 
dapatkan tidak maksimal. Selain itu, keterlambatan pencairan dana desa 
berpengaruh terhadap prosedur pengawasan dana desa, hal ini dapat dilihat 
pada proses pra penyaluran, terutama pada saat penetapan program prioritas. 
Hal selanjutnya yang dibahas pada aspek keuangan dalam penggunaan 
dana desa adalah kesesuian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan 
perundang-undangan. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai 
acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa 
yang meliputi:  
a. Pembangunan, pengembangan, dan  pemeliharaan  infrasruktur 
atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk  
ketahanan pangan dan permukiman;  
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan masyarakat;  
c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;  
 
 
d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat,  meliputi  
pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan 
distribusi; atau  
e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi 
terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.   
“tujuan dari dana desa adalah peningkatan pembangun dan 
pemberdayaan masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa 
bentuk kegiatan pemberdayaan seperti majelis taqlim, program pemberdayaan 
dibidang olehraga dan untuk lebih jelasnya dikemukakan di APBDes selain itu 
BUMDes di berdayakan untuk meningkatkan pendapatan desa”  
( Hasil Wawancara Tanggal 13-Maret-2017 ) 
 Dalam kesesuian pemanfaatan dana desa sesuai aturan yang ada dana 
desa hanya diperuntukkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 
 
Gambar 6.Rekapitulasi anggaran belanja Desa Sampulungan 
Sumber : Laporan pertanggung jawaban Kepada Desa Sampulungan 
 
 
 Untuk mengawasi program pembangunan dan pemberdayan masyarakat 
yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan 
masyarakat hanya diikut sertakan dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan pada awal tahun dan pada laporan pertanggungjawaban kepala 
desa pada akhir tahun. Sehingga dalam proses pelaksanaan tidak mendapat 
pengawasan oleh masyarakat karena kurangnya informasi mengenai program 
tersebut didanai oleh apa, karena tidak adanya papan informasi yang di buat 
pemerintah desa untuk menjelaskan program apa dan dari mana dananya 
didapatkan. 
V.3 Pengawasan Dana Desa Pada Tahap Pasca Penyaluran 
V.3.1 Penatausahan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Dana Desa 
Bentuk Penatausahaan Dana Desa yang harus dilakukan oleh 
Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa dengan cara melakukan pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran Dana Desa serta mempertanggungjawabkan uang 
yang bersumber dari dana desa secara integral dengan keuangan desa melalui 
laporan pertanggungjawaban. 
Bentuk pelaporan dan petanggungjawaban dana desa yang dilakukakan 
oleh pemerintah desa dengan cara penerbitan laporan realisasi penggunaan 
dana desa. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, pasal 25 ayat (1) mengemukakan bahwa 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap 
tahap kepada Bupati/Walikota.  Laporan realisasi ini dibagi menjadi 2 tahap yakni 
laporan realisasi tahap 1 dan tahap 2 dimana laporan realisasi tahap 1 
 
 
dilaporkan pada bulan Juli dan laporan realisasi tahap 2 dilaporkan pada bulan 
Desember.  
Tabel 7. Laporan realisasi 
4
1
1 1 -                          
1 1 1
1 2 869.835.000         854.835.000  -                   
1 2 1 647.163.000          632.163.000   
1 2 2 26.197.000           26.197.000     
1 2 3 196.475.000          196.475.000   
1 2 4 -                          
1 2 4 1 -                          
1 2 4 2 -                          
1 3 -                          
1 3 1 -                          
1 3 2 -                          
869.835.000          854.835.000  -                   
2
2 1 227.028.000          222.672.000   -                    
2 1 1 150.600.000         150.600.000  -                   
2 1 1 1
2 1 1 2 88.200.000           88.200.000     -                    
2 1 1 2 1 12.000.000           12.000.000     -                    ADD
2 1 1 2 2 9.000.000             9.000.000       -                    ADD
2 1 1 2 3 21.600.000           21.600.000     -                    ADD
2 1 1 2 4 14.400.000           14.400.000     -                    ADD
2 1 1 2 5 7.200.000             7.200.000       -                    ADD
2 1 1 2 6 24.000.000           24.000.000     -                    ADD
2 1 1 3 22.800.000           22.800.000     -                    
2 1 1 3 1 4.200.000             4.200.000       -                    
Bagi hasil 
Pajak 
2 1 1 3 2 3.600.000             3.600.000       -                    
Bagi hasil 
Pajak 
2 1 1 3 3 12.000.000           12.000.000     -                    
Bagi hasil 
Pajak 




- Staf Desa   1 x 600000 x 12 Bulan 
- Kepala  Seksi 3 x 600000  x 12 Bulan 
- Kepala  Kepala Urusan  2x 600000  x 12 Bulan 
Tunjangan Perangkat Desa 
Kepala Desa / Tahun 
Sekretaris Desa / Tahun 
Kepala Seksi dan Kepala Urusan / Tahun
- Kepala Dusun, 4 x 500000   x 12 Bulan 




















-Penghasilan Sekretaris Desa 1 x 750000  x 12 
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APB-DESA)
PEMERINTAH DESA SAMPULUNGAN




Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 
Lain-lain pendapatan desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap 
Belanja Pegawai :
- Penghasilan Tetap Kepala Desa 1 x 1000000x 12 
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
 
Sumber : File laporan realisasi Desa Sampulungan 
 
 
Laporan realisasi penggunaan dana desa yang dibuat oleh pemerintah 
desa yang berisikan program yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didanai 
dari anggaran dana desa, setelah dibuat maka akan diadakan musyawarah desa 
yang dihadiri oleh aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Setelah dimusyawarakan maka laporan 
realisasi ini kemudian dikirim ke kabupaten untuk diperiksa. 
“Kalau mengenai pengawasan dana desa yang selama ini,  kita di BPD  
itu dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu jauh 
mencampuri urusan kepala desa tapi yang kita tuntut adalah bagaimana  laporan 
realisisasi dari penggunaan dana desa. Karena laporan realisasi penggunaan 
dana desa harus dirapatkan dengan perangkat desa dan masyarakat.” 
( Hasil wawancara tanggal 13-Maret-2017) 
 
 Tahap pasca penyaluran dana desa merupakan tahap terakhir dalam 
pengawasan dana desa, dalam tahap ini penatausahaan dan pelaporan 
penggunaan dana desa dalam bentuk laporan realiasasi oleh pemerintah desa 
yang di rapatkan bersama badan permusyawaratan desa dan masyarakat untuk 
mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilakukan dan tidak 
dilakukan yang dananya berasal dari dana desa. 
 Dalam tahap ini pemerintah Desa Sampulungan telah melakukannya 
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi 
dan pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dan 
masyarakat telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa diliat dengan dilakukannya 
rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala desa yang 





V.4 Analisis Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa 
 Pengawasan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BDP). Badan permusyawaratan desa memiliki 
tugas mengawasi dana desa yang merupakan salah satu bagian dari 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
itu sendiri yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 
Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. 
Dalam mengawasi dana desa, masyarakat ikut berpartisipasi dengan 
diwakili  badan permusywaratan desa (BPD) yang menjadi pengawas langsung 
dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak terkecuali pengawasan dana desa. 
Selain itu masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat juga terlibat langsung 
dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dimana 
sebagian dana yang digunakan berasal dari dana desa. 
Bentuk pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan 
Permusyawaran Desa yakni dengan mengawasi penggunaan dana desa mulai 
dari perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi dana desa. 
Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam mengawasi dana 
desa sebagaimana di kemukakan  dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016. 
Pengawasan dana desa diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa yang 
dimana dalam pengawasan dana desa yang di kemukakan oleh Inspektorat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bahwa pengawasan dana desa dilakukan 
dalam 3 tahap yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan 
serta tahap pasca penyaluran. Dalam ketiga tahap ini proses pengawasan 
 
 
dimulai dari tahap pra penyaluran yang dimana pengawasan berkaitan dengan 
kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa serta 
kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa.  
Kemudian ditahap penyaluran dan penggunaan yang harus diperhatikan 
adalah aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, selanjutnya dalam tahap 
pasca penyaluran yang harus diperhatikan adalah penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. 
Berdasarakan surat edaran yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri tentang prosedur pengawasan dana desa dimulai 
dari pra penyaluran dana desa sampai dengan pasca penyaluran dana desa. 
Melihat dari ketiga tahap pengawasan dana desa tersebut maka dapat 
disimpulakan bahwa pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan 
Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara belum terlalu baik 
karena ketiga tahap ini belum dilaksanakan dengan baik terutama pada tahap 
pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan dana desa. Karena 
dalam proses ini Badan Permusyawaratan Desa tidak panggil untuk mengadakan 
rapat mengenai program apa yang harus di prioritaskan dalam pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat, tetapi hanya di perintahkan untuk meninjau 
program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang didanai oleh alokasi 
dana desa, selain itu tidak adanya surat keputusan mengenai petugas pengelola 
teknis dana desa yang dibuat oleh kepala desa, tetapi hanya penunjukan 
langsung oleh Kepala Desa. Oleh karena itu pengawasan dana desa belum bisa 





VI.1  Kesimpulan  
Dari ketiga aspek penting dalam pengawasan dana desa yang dibuat oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yakni tahap pra penyaluran 
Tahap Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa serta Tahap Pasca Penyaluran 
dana desa, Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
di Kecamatan Galesong Utara masih belum berjalan dengan baik terutama pada 
tahap pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan dana desa, hanya 
tahap ketiga yang telah terlaksana dengan baik, tetapi Tahap Pra Penyaluran 
Dana Desa masih belum terlaksana dengan baik terutama pada Aspek 
Kesesuiaan Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa karena kepala desa 
tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa 
(PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekertaris desa dan 
kepala urusan Keuangan, dan tahap penyaluran dan penggunaan yakni pada 
aspek keuangan dan penggunaan, dimana Badan Permusyawaratan Rakyat 
(BPD) yang sebagai perwakilan dari masyarakat secara luas untuk mengawasi 
Anggaran Dana Desa tidak medapatkan kesempatan bermusyawarah untuk 
menetukan program prioritas yang didanai oleh dana desa sehingga 
pengawasan dana desa masih belum terlalu efektif. 
VI.2  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, peneliti memberikan beberapa 
saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Galesong Utara, 
antara lain : 
 
 
1. Aparat pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan 
desa seharusnya memiliki intergrasi yang baik sehingga 
pengawasan dana desa dapat berjalan dengan baik. 
2. Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh 
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta 
masyarakat sehingga dana desa dapat diawasi dengan baik. 
3. Anggota badan permusyawaratan desa sebaiknya memberikan 
ketegasan kepada pemerintah desa agar sebelum 
mengimplementasikan program yang didanai oleh alokasi dana 
desa harus ada musyawarah penentuan program prioritas 
sehingga dapat tercipta keselarasan antara pemerintah desa, 
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